PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 41 TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 15 TAHUN 2010
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA
DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : a. bahwa pedoman pengelolaan belanja tidak terduga Pemerintah

Provinsi Nusa Tenggara Barat telah ditetapkan dengan
Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman
Pengelolaan Belanja Tidak Terduga di Provinsi Nusa Tenggara
Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur
Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan
Gubernur Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan
Belanja Tidak Terduga di Provinsi Nusa Tenggara Barat,
namun perlu dilakukan penyesuaian sehingga perlu diubabh;

b. bahwa penyesuaian dimaksud terkait dengan penggunaan
dana tidak terduga untuk pengembalian penerimaan selain

dalam bentuk pajak;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur
Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja

Tidak Terduga di Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4355);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Prubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Barat Tahun 2007 Nomor 1) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 12);

Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman
Pengelolaan Belanja Tidak Terduga di Provinsi Nusa Tenggara Barat
(Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010
Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Gubernur Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan



Atas Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga di Provinsi
Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2013 Nomor 226);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA
DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2010
tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga di Provinsi
Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2010 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Gubernur Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan
Gubernur Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja
Tidak Terduga di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 Nomor 226) sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 11 dihapus dan ditambahkan 2 (dua)
angka yakni angka 15 dan angka 16, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD
adalah Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Provinsi
Nusa Tenggara Barat.

3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat
APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Barat.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna
anggaran/pengguna barang.

6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah
daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga
melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang
selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai
bendahara umum daerah.



10.

11

13.

14.

15.

16.

Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan
fungsi SKPD yang dipimpinnya.

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah
PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum
daerah.

Inspektorat daerah adalah Inspektorat daerah Provinsi Nusa
Tenggara Barat.

. Dihapus
12.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya
disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang
dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk
menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi
kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda,
pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan
pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.

Tim Kaji Cepat adalah tim teknis yang dibentuk Kepala Badan
Penanggulangan Bencana Daerah yang bertugas untuk melakukan
Pencermatan, analisis dan pengecekan kelayakan dan kepatutan
secara cepat penggunaan dana tidak terduga.

Penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi
penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya
bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan
rehabilitasi.

Keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan
oleh pemerintah wuntuk jangka waktu tertentu atas dasar
rekomendasi lembaga yang diberi tugas untuk menanggulangi
bencana yang dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat
dan transisi darurat ke pemulihan.

2. Ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b diubah, huruf c
dan huruf e dihapus, ayat (2) diubah, ayat (4) dan ayat (6) dihapus,
sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

Pasal 7

Belanja tidak terduga merupakan belanja yang diperuntukkan :
a. penanggulangan bencana yang besifat tanggap darurat;

b. keadaan darurat bencana;

c. dihapus

d. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun
sebelumnya yang telah ditutup; dan

e. dihapus.

Belanja kebutuhan tanggap darurat sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) huruf a digunakan hanya untuk pencarian dan



penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi
korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan,
sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat
hunian sementara

(3) Keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

a. bukan merupakan  kegiatan normal dari aktivitas
Pemerintah  Daerah dan tidak dapat diprediksikan
sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah;

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam
rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

(4) dihapus

(5) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun
sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d harus didukung dengan bukti-bukti yang sah.

(6) dihapus.

3. Ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) dihapus, ayat (2) diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8
(1) Dihapus

(2) Tanggap darurat merupakan status keadaan darurat bencana
provinsi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur
berdasarkan rekomendasi/laporan kejadian bencana alam
dan/atau bencana sosial oleh Kepala BPBD.

(3) Rekomendasi/laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berdasarkan pengkajian secara cepat dan tepat yang dilakukan
oleh tim kaji cepat berdasarkan penugasan dari Kepala BPBD.

(4) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dilakukan melalui identifikasi terhadap:
a. cakupan lokasi bencana;

jumlah korban bencana;

kerusakan prasarana dan sarana;

gangguan terhadap fungsi pelayanan umum  serta

pemerintahan; dan

e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

po T

4. Ketentuan dalam Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1) Keadaan darurat bencana untuk kebutuhan siaga darurat,
tanggap darurat dan/atau transisi darurat ke pemulihan
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan
rekomendasi/kajian oleh kepala BPBD.



(2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk siaga darurat
dan transisi darurat ke pemulihan disertai dengan Rencana
Kebutuhan Biaya (RKB) atau Rencana Anggaran Biaya (RAB).

(3) RKB/RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam
RKA-SKPD yang selanjutnya ditetapkan menjadi Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan/atau Dokumen Pelaksanaan
Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD.

(4) DPA/DPPA SKPD menjadi dasar dalam pelaksanaan pembiayaan
keadaan darurat untuk siaga darurat dan transisi darurat ke
pemulihan.

. Ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1) Pengajuan belanja tidak terduga berkenaan dengan pengembalian
atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah
ditutup, dilaksanakan dengan penyampaian surat permohonan
disertai bukti-bukti pendukung, pernyataan tanggung jawab dan
kronologis kejadian yang dapat dipertanggungjawabkan.

(2) Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada Gubernur melalui PPKD.

(3) Penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wuntuk pembayaran pengembalian atas kelebihan
penerimaan daerah ditetapkan dengan keputusan Gubenur.

. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(1) Penggunaan belanja tidak terduga dan besarannya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan
Gubernur.

(2) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung
sejak keputusan dimaksud ditetapkan.

. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Penggunaan belanja tidak terduga dapat dibebankan secara langsung
atau dilakukan melalui proses pergeseran anggaran dari mata
anggaran belanja tidak terduga kepada belanja langsung maupun
tidak langsung sesuai dengan sifat dan jenis kegiatan yang
diperlukan.



8. Ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ditambah
1 (satu) ayat yakni ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

(3)

Pasal 14

Penggunaan belanja tidak terduga melalui pembebanan secara
langsung dilaksanakan untuk :

a. penanggulangan bencana yang bersifat tanggap darurat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a;

b. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun
sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (1) huruf d.

Penggunaan belanja tidak terduga melalui proses pergeseran
anggaran dari mata anggaran belanja tidak terduga kepada
belanja langsung maupun tidak langsung dilaksanakan untuk
keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (1) huruf b kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat

bencana.

Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dituangkan dalam RKA-SKPD untuk selanjutnya dijadikan dasar
pengesahan DPA SKPD oleh PPKD setelah memperoleh
persetujuan sekretaris daerah.

9. Ketentuan dalam Pasal 16 ayat (2) dihapus dan ayat (3) diubah

sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)
(3)

Pasal 16

PPKD melakukan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi
pencairan belanja tidak terduga.

Dihapus.

Pencairan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui mekanisme langsung (LS) dan/atau Tambahan
Uang (TU).



Pasal II
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 1 Desember 2016

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 1 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

H. ROSIADY HUSAENIE SAYUTI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2016 NOMOR 41



